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Bank sampah sebagai lembaga pengelolaan sampah berbasis masyarakat mempunyai peran signifikan dalam menekan volume sampah yang terus meningkat. Fenomena yang dapat diamati pada lembaga bank sampah yaitu belum terjalinnya komunikasi yang efektif baik internal maupun eksternal pada kelembagaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya penguatan komunikasi pada kelembagaan bank sampah yang ada di Pekanbaru menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process). Metode ini merupakan metode dalam mengambil keputusan dengan cara melakukan perbandingan antara kriteria dan alternatif penyelesaian mana yang paling terbaik, sehingga dapat dijadikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Kriteria yang diperbaiki adalah proses komunikasi, strategi komunikasi, pola komunikasi, dan efektifitas komunikasi. Alternatif penyelesaian yang digunakan ada tiga yaitu penggunaan komunikasi secara persuasif, komunikasi secara berkesinambungan, dan komunikasi bersifat aturan/ instruktif. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa alternatif terbaik yaitu penguatan komunikasi yaitu dengan menerapkan komunikasi persuasif sebagai rekomendasi karena memiliki nilai bobot evaluasi paling besar dibandingkan alternatif lainnya yaitu 0,468 untuk mencapai penguatan komunikasi kelembagaan bank sampah. 
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Pendahuluan 
Sampah menjadi salah satu masalah lingkungan yang belum dapat ditangani secara optimal, terutama di wilayah perkotaan Indonesia. Volume sampah terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa pada tahun 2018 Indonesia menghasilkan 175.000 ton sampah perhari atau sekitar 64 juta ton per tahun. Sedangkan tahun 2019 tercatat 67,8 ton yang menunjukkan terjadi kenaikan per tahun hampir 4 juta ton (Purnomo, 2020).
Bertambahnya volume sampah diantaranya dipengaruhi oleh: a) jumlah penduduk; semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak sampah yang dihasilkan, b) keadaan/kondisi sosial ekonomi; tingkat sosial ekonomi masyarakatjuga akan mempengaruhi jumlah dan kualitas sampah, c) kemajuan teknologi; kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah, karenapemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengepakan serta manufaktur yang beragam akan mempengaruhi jumlah dan jenis sampahnya, dan d) pendidikan; pengetahuan dan pemahaman individu akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat (Hani & Prima Safitri, 2019).
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Gambar I.1 Penumpukan sampah di Kota Pekanbaru (Sumber: detik.com)
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Sampah di Indonesia berasal dari berbagai sumber utama. KLHK mencatat sampah berasal dari sumber rumah tangga sebesar 36%, pasar serta perniagaan memberikan kontribusi sebesar 38% dan sisanya berasal dari kawasan perkantoran dan fasilitas publik (Masruroh, 2021). Dari jumlah tersebut hanya 60% -70% saja yang dapat diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA), sehingga sampah menumpuk di beberapa titik seperti di tepi jalan, di lahan kosong dan di tempat pembuangan sementara.
Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan bahwa masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pola end of pipe yaitu sampah dikumpulkan, diangkut lalu dibuang ke tempat pemrosesan akhir. Prinsip utama mengelola sampah yang benar adalah mencegah timbulan sampah, mengguna- ulang sampah, dan mendaur-ulang sampah atau 3R (reuse, reduce, dan recycle) dengan cara melibatkan peran serta masyarakat dalam mengelola. Namun, pada kenyatannya mengubah mindset masyarakat dalam mengelola sampah tidaklah semudah seperti membalikkan telapak tangan (Indonesia, 2018). Kesadaran masyarakat dinilai masih rendah dalam mengelola sampah, hal ini terlihat dari pola hidup dan pola konsumsi masyarakat yang serba instan.
Permasalahan sampah di Pekanbaru juga menghadapi persoalan sama. Bahkan cukup mengkhawatirkan dan menyita perhatian banyak pihak setelah menjadi headline pemberitaan di berbagai media massa. Sejumlah media menyebutkan bahwa permasalahan sampah kian mengkhawatirkan akibat semakin banyaknya titik-titik tumpukan sampah seperti di jalan protokol dan di sekitaran rumah dinas gubernur. Menumpuknya sampah di Pekanbaru, Riau, seolah menjadimasalah yang tak pernah dapat dituntaskan. Tumpukan sampah yang tak terangkatdan menimbulkan bau tak sedap hingga mengganggu warga setidaknya tercatat terjadi sejak 2016 (Purwaningrum, 2016)Data statistik tahun 2018 yang ditulis dalam kerangka acuan kerja pengolahan persampahan menyebutkan volume timbunan sampah di Pekanbaru mencapai 492,11 ton/hari. Sementara volume timbulan sampah yang dikelola danmasuk ke Tempat . Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar mencapai 447,50 ton/hari, dan hanya 3-5% sampah yang dikelola masyarakat dengan konsep 3R (Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Pekanbaru, 2019).
Media juga memberitakan keluhan warga akibat banyaknya tumpukan sampah di beberapa ruas jalan. Menurut Kepala Dinas DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Pekanbaru, hal ini terjadi karena rusaknya alat berat yang beroperasidi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Muara Fajar (Safitri & Murdiati, 2021). Namun menurut penggiat
lingkungan, penumpukan sampah terjadi karena tidak adanya manajemen yang baik dalam pengelolaan sampah, perlu adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah. Akan tetapi persoalan sampah harus dikembalikan kepada dari mana sampah berasal, yaitu masyarakat. Oleh karenanya, melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengelola sampah menjadi poin penting. Peran serta masyarakat perlu dibangkitkan untuk bersinergi dengan pemerintah dalam penanganan sampah. Peran serta masyarakat  dalam bidang persampahan adalah proses dimana orang sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan persampahan dan sebagai warga mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka (Hernawati et al., 2005). 
Pola pengelolaan sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat memerlukan pendekatan komunikasi. Membangun komunikasi yang baik antar sistem yang terlibat dalam pengelolaan sampah menjadi salah satu faktor penting, karena mengelola sampah bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi bagi semua elemen masyarakat. Dengan pendekatan komunikasi diharapkan permasalahan sampah yang muncul di lapangan dapat diminimalisir sedemikian rupa. Wilbur Schramm menyebutkan bahwa tugas pokok komunikasi untuk suatu perubahan sosial dalam rangka pembangunan nasional (Fitriya et al., 2016).
Pembangunan sejatinya dilakukan sebagai upaya melakukan perubahan masyarakat. Saat ini isu pembangunan telah bergeser menjadi isu perubahan, dalam rangka menciptakan perubahan tersebut bertumpu pada pendekatan komunikasi yang bertumpu pada teori-teori persuasi yang berbasis pada teori-teori psikologi dan berkolaborasi dengan teori-teori lainnya (Yuswi et al., 2019). Dengan demikian pendekatan komunikasi menjadi suatu pendukung percepatan pembangunan, salah satunya adalah pembangunan untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat, salah satunya adalah sampah.  
Salah satu aktivitas pengelolaan sampah yang melibatkan peran aktif masyarakat adalah bank sampah. Bank sampah saat ini telah menjadi program nasional  sebagai salah satu alternatif menekan volume sampah dengan cara memilah dan menabung sampah sekaligus juga mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Guna mengurai benang kusut permasalahan ini diperlukan sebuah metode pendekatan untuk menyelesaikannya secara komprehensif (Alfons, 2015). Salah satunya adalah dengan metode AHP (Analitycal Hierarchy Process). Metode ini digunakan untuk mengurai suatu situasi kompleks dan tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen yang tersusun secara berjenjang dengan cara memberi nilai subjektif  tentang pentingnya semua variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang menjadi prioritas utama. Sebagaimana tampak pada Gambar 1.2.berikut :
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Gambar I.2 Alur penanganan dan kebijakan pengelolaan sampah
(sumber: modifikasi hasil             Pra  riset, 2022)

	    Pengelolaan Sampah di Beberapa Daerah 
Dalam penelitian (Albizzati et al., 2019) membahas bagaimana dampak limbah/sampah makanan terhadap lingkungan hidup dengan mengambil kasus pembelajaran dan tantangan di Britania Raya (Inggris). Penelitian yang berjudul Environmental impacts of food waste: Learnings and challenges from a case study on UK ini menerapkan metode penilaian siklus hidup bottom-up untuk mengukur dampak lingkungan dari limbah makanan yang dapat dihindari, yang dihasilkan oleh empat sektor rantai pasokan makanan di Inggris, yaitu pengolahan, grosir dan eceran, layanan makanan, dan rumah tangga (Andina, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontributor utama dampak di semua kategori lingkungan yang dinilai adalah perubahan penggunaan lahan dan  produksi pangan.
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Gambar 1.3 Dampak limbah makanan pada tanah








Beralih dari limbah makanan sebagai salah satu kontributor sampah rumah tangga, penelitian mengenai pengelolaan bank sampah sebagai salah satu alternatif pengurangan, pengendalian dan pemanfaatan sampah juga menjadi isu. Pada penelitian (Shentika, 2016), membahas pengelolaan dan peran Bank Sampahdi Probolinggo. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung dan wawancara kepada narasumber. Hasilnya menunjukkan bahwa konsep 3R yang digunakan bank sampah di Probolinggo telah dilaksanakan dengan cukup baik dalam bekerja sama dengan masyarakat khususnya dalam pemilahan sampah (Shentika, 2016). 
Penelitian serupa dilakukan oleh (Birawida et al., 2018) yang bertujuan mengetahui faktor yang mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam menabung di bank sampah di Makassar. Penelitian ini melihat faktor yang mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam menabung di bank sampah adalah tingkat pengetahuannya. Lebih lanjut, penelitian terkait model inovasi pengelolaan sampah rumah tangga, dapat kita lihat di (Hayat, H., & Zayadi, 2018). Penelitiannya mengkaji kerangka model konsepsi organisasi dan manajemen yang diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat (ibu rumah tangga) dalam mengatasi masalah sampah menjadi pupuk organik melalui pemilahan sampah organik dan non organik.
Penelitian tentang respons masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah pernah dilakukan oleh Titi Antin, dkk (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang komunikasi literasi sampah yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah sebagai respons terhadap permasalahan sampah, serta mengkaji tentang pola komunikasi yang dikembangkan oleh jejaring pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah metode kulaitatif dengan teknik pengumpulan data observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan focus group discussion (FGD). Temuan penelitian menunjukkan bahwa antara masyarakat dengan pemerintah mempunyai respons yang berbeda dalam mengatasi permasalahan sampah. Aspek



kelembagaan, aktivitas komunikasi, dan sosial budaya, sedangkan respons pemerintah lebih kepada penyusunan regulasi, pembinaan secara formal dan informal, dan penyediaan sarana dan prasarana. Autopoeisis (upaya mengembangkan diri) lebih kuat terjadi pada sistem masyarakat, masyarakat secara informal lebih cepat merespons masalah lingkungan dengan kemampuan yang dimiliki seperti modal sosial dan kearifan lokal (Antin et al., 2018).
	Permasalahan sampah sampai saat ini masih terus dicari solusinya. Beberapa penelitian terbaru terkait persampahan masih terus bermunculan. Salah satu penelitian terkini datang dari (Rachman&Septiana, 2020) yang membahas tentang limbah makanan atau pangan yang menurutnya belum ada penanganan khusus. Di dalam penelitian tersebut dihasilkan beberapa rekomendasi penanganan limbah makanan, diantaranya melalui kebiasaan produsen pangan, masyarakat sebagai konsumen, pendistribusian pangan sebelum kadaluwarsa, mengolahnya menjadi pakan ternak, mengolahnya menjadi sumber energi dengan pencernaan anaerobik, dan mengolahnya menjadi kompos dengan kerjasama yang baik antara pemulung, perusahaan pengomposan dan petani pemakai kompos.
Metode AHP yang digunakan dalam penelitian ini, merupakan salah satu alternatif metode untuk mencari solusi dalam penguatan komunikasi kelembagaan pengelolaan sampah. Penelitian terkait AHP dapat dilihat di (Chaerul et al., 2020), yang mengkaji pemilihan sistem pemrosesan sampah yang paling optimal dengan mempertimbangkan 4 (empat) kriteria, yakni lingkungan, sosial, finansial dan teknis. Hailnya menunjukkan alternatif pemrosesan sampah skala komunal dianggap yang paling optimal.
Metode ini juga dipakai pada penelitian (Alfons, 2015) yang mengidentifikasi, mengembangkan dan kemudian memilih konsep pengelolaan sampah terbaik. Hasil penelitian dengan metode AHP menunjukkan bahwa konsep pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang diawali pengolahan sampah skala rumah tangga terpilih sebagai alternatif konsep pengelolaan sampah yang paling sesuai dan dapat diterapkan pada lokasi penelitian. Lebih lanjut dilaporkan bahwa aspek lingkungan, aspek sosial dan aspek teknis terpilih sebagai kriteria utama yang harus dipertimbangkan dengan masing-masing bobot kriteria.
Pentingnya penguatan kelembagaan dalam penelitian pengelolaan sampah ini mengacu pada penelitian dari (Hani & Prima Safitri, 2019) yang membahas tentang pengembangan kapasitas bank sampah untuk mereduksi sampah di Kota Tanjungpinang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perlunya system rekrutmen pegawai yang tepat di dalam pengembangan sumber daya manusia. Selain itu perlu penguatan organisasi dinas lingkungan hidup bekerja sama dengan pegadaian sebagai inovasi dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menabung. Serta perlunya reformasi kelembagaan melalui suatu peraturan.
Penelitian tentang penguatan kelembagaan bank sampah dapat dijadikan referensi (Nurjanah & Sakir, 2021). Dari hasil penelitian mereka disimpulkan bahwa penggunaan sistem informasi berbasis online (SIOn) maka bank sampah mampu beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan pemangku kepentingan. Tidak itu saja, SIOn berfungsi sebagai media untuk promosi dan pendidikan serta literasi yang berkaitan dengan pentingnya mengelola limbah rumah tangga melalui bank sampah kepada publik (Nurjanah Adhianty; Sakir, 2019).
Dari beberapa uraian hasil penelitian tentang pengelolaan sampah dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai berbagai gap sebagai pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya pada obyek kajian dan penggunaan aplikasi AHP pada penelitian ini, pada teori yang digunakan serta metode yang digunakan (Darmanto, Latifah, et al., 2014).

Kelembagaan 
		Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) mendefinisikan kelembagaan sebagai suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. (Darmanto, Teknik, et al., 2014) mendefinisikan kelembagaan mencakup dua hal penting, yaitu (1) norma dan konvensi (norms and conventions) (2) aturan main (rules of the game).
		(Haulia et al., 2021) membagi ruang lingkup kelembagaan dibatasi pada hal-hal berikut ini:
a. Kelembagaan adalah human creation ( kreasi manusia)
b. Kelembagaan sebagai kumpulan individu  (groups of individuals)
c. Kelembagaan merupakan dimensi waktu (time dimension) suatu lembaga diciptakan atau dibentuk hanya untuk satu waktu saja. 
Konsekuensi kelembagaan; dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu (1) kelembagaan meningkatkan rutinitas, keteraturan, atau tindakan manusia yang tidak memerlukan pilihan yang lengkap, (2) kelembagaan mempengaruhi terciptanya suatu pola interaksi yang stabil dan di internalisasi oleh setiap individu. Kelembagaaan sebagai struktur sosial terdiri dari individu-individu yang saling berkerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam perspektif komunikasi, komunikasi kelembagaan bank sampah terkait dengan keefektifan proses komunikasi antar lembaga bank sampah secara internal maupun eksternal.

Metode Pengumpulan Data
Data penelitian dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.  Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam, observasi serta melakukan kelompok diskusi terarah (focus group discussion).  Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, laporan-laporan penelitian, literatur,
Metode pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). Matrik berpasangan penilaian aspek, indikator dan pernyataan. Nilai matrik perbandingan berpasangan antar aspek penilaian HGMP diperoleh dari kuesioner Analytical Hierarchy Process (AHP) yang telah disebar dan diisi pihak bank sampah Kota Pekanbaru (Ariani, 2017). Kuesioner yang disebar bertujuan untuk mengetahui       tingkat kepentingan perbandingan	berpasangan	antar aspek penguatan kelembagaan (level 1),   indikator (level 2) dan    pernyataan tiap-tiap indikator (level 3). Adapun pengisian nilai matriks berpasangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Matriks berpasangan 
	Intensitas Kepentingan
	Keterangan

	1
	Kedua elemen sama pentingnya

	3
	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya

	5
	Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya






	7
	Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya

	9
	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya

	2,4,6,8
	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan- pertimbangan yang berdekatan



i. Perhitungan rata-rata pembobotan AHP setiap level 1, 2 dan 3. Perhitungan bobot setiap level dalam metode AHP dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu dengan menentukan nilai perbandingan berpasangan, menghitung rata-rata geometrik, perhitungan bobotparsial dan rasio konsistensi.
ii. Perhitungan bobot total pernyataan
 (
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Berdasarkan nilai bobot yang telah didapatkan, maka nilai bobot yang terendah akan harus diperbaiki pada masing-masing level.
· Deskripsi tools (software, material dan bahan yang diperlukan) Penelitian ini menggunakan metode AHP sebagai alat strategi penentuan penguatan kelembagaan bank sampah di Pekanbaru.

Berikut adalah tahapan-tahapan dalam Metode AHP (Munthafa dan Mubarok, 2017) :
1. Pertama yaitu mendefinisikan dan merumuskan masalah, sehingga solusi yang akan di capai sesuai dengan yang diinginkan
2. Membuat struktur hierarki berdasarkan permasalahan yang ada dan diawalai dengan membuat tujuan utama
3. Selanjutnya membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya
4. Mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilai seluruhnya sebanyak n x [(n-1)/2] buah, dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan
5. Dilakukan perhitungan nilai eigen serta di lakukan perhitungan terhadap konsistensinya, apabila hasilnya tidak konsiten maka dilakukan perhitungan dari awal dengan data baru
6. Selanjutnya yaitu mengulangi langkah sebelumnya, mulai dari langkah 3,4, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki
7. Dilakukan perhitungan terhadap vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan, hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil prioritas dari elemen-elemen pada tingkat hierarki terendah untuk mendapatkan solusi terbaik.
Gambaran Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru
	Volume sampah yang dihasilkan mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Salah satu upaya untuk menekan volume sampah 
dari sumbernya yaitu melalui edukasi kepada masyarakat dalam mengelola sampah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menyambut baik program bank sampah yang digalakkan pemerintah pusat melalui regulasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri No.14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan sampah. Mengurangi volume sampah sesuai prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle) seyogyanya bukan hanya menjadi menjadi tugas pemerintah tetapi juga tanggung jawab masyarakat, sebagaimana dituangkan pada Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa; Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan pengelolaan sampah. 
	Pengolahan sampah adalah proses mengubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak mencemari lingkungan, serta mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang ke TPA. Proses ini mencakup pemilahan, pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, dan penanganan sampah. Berikut penulis rincikan tahapan dan cara pengolahan sampah yang efektif: 
1. Memisahkan sampah menjadi beberapa jenis, seperti sampah organik (sisa makanan, daun, dll) dan sampah anorganik (plastik, kertas, kaca, dll).
2. Memisahkan sampah anorganik berdasarkan jenisnya (plastik, kertas, kaca, dll) untuk memudahkan proses daur ulang.
3. Mengurangi konsumsi barang yang menghasilkan sampah. 
4. Memilih produk yang ramah lingkungan
5. Mengurangi pemakaian barang sekali pakai
6. Menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi lain. Contoh: menggunakan botol plastik bekas untuk menyimpan makanan, menggunakan kertas bekas untuk membuat sketsa, dll.
7. Mengolah kembali sampah menjadi produk baru yang bermanfaat. Contoh: mengolah plastik bekas menjadi tas, membuat kerajinan dari kertas bekas, dll. 
8. Mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos
9. Proses pengomposan dapat dilakukan di rumah atau di area komunal.
10. Menggunakan teknologi modern untuk mengubah sampah menjadi energi listrik atau biogas. Contoh: pembakaran sampah di PLTSa, penggunaan teknologi biogas. 
11. Sampah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) harus ditangani dengan cara khusus, sesuai regulasi.
12. Sampah elektronik (e-waste) juga harus dikelola dengan cara yang aman dan ramah lingkungan. 
Persoalan sampah di Pekanbaru Riau adalah masalah yang kompleks dan terus berulang, dengan tumpukan sampah yang sering terjadi di berbagai lokasi, menimbulkan bau tidak sedap, dan mengganggu kenyamanan warga. Penyebab utama masalah ini adalah ketidakpatuhan masyarakat terhadap jadwal pembuangan sampah, maraknya TPS ilegal, kurangnya wadah sampah di tempat usaha, dan kinerja angkutan sampah yang belum optimal. 
Masalah sampah di Pekanbaru Riau merupakan tantangan serius, dengan produksi sampah harian mencapai 1.052,16 ton, namun hanya 46,72% yang terkelola dengan baik. Penyebab utama meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, terbatasnya armada dan sumber daya untuk pengangkutan sampah, serta kurangnya pengelolaan sampah secara komprehensif.
Keberadaan sampah bisa sangat mengkhawatir-kan jika tidak ditangani dengan baik. Pada masa mendatang, sampah akan menjadi masalah serius. Jika aspek lingkungan tidak diperhatikan, sangat memungkinkan akan terjadinya kerusakan hingga bencana alam yang akan menghambat kegiatan perekonomian manusia. Perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah terintegrasi dapat menstimulasi kreativitas dan inovasi dari masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan warga., juga terwujudnya kesehatan lingkungan, dengan kondisi komunitas yang lebih bersih, hijau, nyaman, dan sehat.
Salah satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kota Pekanbaru berlokasi di Muara Fajar yang setiap harinya mendapat kiriman sebanyak 800 ton sampah dari total sampah di Kota Pekanbaru produksi mencapai 1.000 ton setiap harinya. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru sangat berharap bila ada pihak lain yang menawarkan jasa pengolahan sampah. Pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru masih menggunakan sistem kumpul angkut yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan menggunakan sistem kumpul angkut ini seberapapun besar TPA tetap akan penuh dan kembali akan membuka TPA baru.
Selain itu, pengetahuan tentang sampah akan memunculkan kreativitas pada pengelolaannya agar sampah yang dimaksud menjadi sesuatu yang dapat berdaya guna dan memberikan keuntungan. Hal ini akan berdampak pula pada proses lanjutan pengolahan daur ulang sampah pada fase berikutnya dan pada akhinya akan berdampak pula pada penekanan atau pengendalian sampah secara lebih luas dalam berbagai lapisan kehidupan masyarakat6. Devi sebagai staf advokasi kampanye WALHI Riau mengatakan sampah yang berkontribusi paling besar itu adalah plastik yang dihasilkan dari gaya hidup. Tidak terbiasa membawa goody bag sendiri dan juga tidak terbiasa membawa bekal air minum, itu salah satu hal kecil yang berpengaruh sangat besar terhadap produksi sampah. Dengan menerapkan berbagai cara pengolahan sampah ini, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Sebagaimana diketahui, masalah sampah beberapa waktu belakangan ini cukup ramai diperbincangkan akibat sampah menumpuk dan menimbulkan kesan pengelolaan sampah yang buruk. Masalah ini bermula ketika habisnya kontrak pengangkutan sampah oleh pihak ketiga pada akhir tahun 2020 lalu, sehingga pada masa transisi pengangkutan sampah dilakukan secara swakelola oleh DLHK. Terbatasnya armada dan sumber daya menjadi salah satu kendala sehingga pengangkutan sampah di seluruh Kota Pekanbaru terasa kurang maksimal. Akan tetapi seiring berjalannya waktu sistem pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru terus membaik. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalah ini, antara lain penambahan armada, melakukan sinergi dengan Camat, Lurah, dan instansi lain serta melakukan aksi bersih di beberapa lokasi.
Namun, DLHK Kota Pekanbaru menyadari pengelolaan sampah bukan hanya perkara angkut dan buang saja. Diperlukan kiat-kiat dan sistem pengelolaan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Plt. Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Dr. Marzuki, SE., M.Si, bahwa dalam mengelola sampah di Kota Pekanbaru, DLHK akan melakukan pengelolaan sampah di hulu dan hilir. Pengelolaan di hulu meliputi pengangkutan sampah dari sumber sampah, sedangkan pengelolaan di hilir merupakan manajemen sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, sementara yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga, yaitu yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lain.
Kawasan komersial dapat berupa pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan. Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.
Fasilitas sosial berupa antara lain rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial. Fasilitas umum berupa antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar. Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, Lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.
	Jumlah timbulan sampah untuk wilayah Kota Pekanbaru menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaporkan per semester ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) seperti pada Table 4.1. Neraca pengelolaan sampah pada semester dua tahun 2021 tercatata bahwa dari jumlah timbulan sampah yaitu 353,133.89 ton/tahun, masih ada sekitar 19. 54 ton/per tahun yang belum terkelola. 
Table. 4.1. Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2021 Kota Pekanbaru
	No.
	Uraian
	Nilai (Ton/Tahun)

	I.
	Jumlah Timbulan Sampah 
	353,133.89

	
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)
	

	II.
	Jumlah Pengurangan Sampah
	61,439.82

	
	Persentase pengurangan sampah 
	   17.40

	a.
	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah 
	10.90

	b.
	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah 
	84.76

	c.
	Jumlah Pendauran Ulang Sampah 
	61,344.16

	III.
	Jumlah Penanganan Sampah 
	222,700.38

	
	                                          Persentase penanganan sampah 
	63.06 

	D
	Pengolahan  
	

	
	Jumlah sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)
	17.16

	
	Jumlah sampah termanfaatkan menjadi sumber energi
	0.00

	e.
	Pemrosesan Akhir 
	222,683.22

	
	Jumlah sampah yang terproses di pemrosesan akhir
	222,683.22

	IV.
	Sampah yang Dikelola (II + III)
	284,140.20

	
	Persentase sampah terkelola
	80.46

	V.
	Sampah tidak terkelola 
	19.54


(Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2022).


Gambaran tentang Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus 

 	Bank Sampah Induk (BSI) Hijau Lestari Terus merupakan satu-satunya bank sampah induk di bawah binaan Pemerintah Kota Pekanbaru, beralamat  Jl. Rawamangun tepatnya di Workshop Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Pada awalnya  bank sampah induk di Kota Pekanbaru ada tiga bank sampah induk, yaitu: Bank Sampah Induk Tangkerang Labuay, Bank Sampah Induk Inspirasi Madani, Bank Sampah Induk Hijau Berlian yang kemudian di merger ke dalam bank sampah Induk Hijau Lestari Terus. Awal pembentukan bank sampah induk di tingkat kota, sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, tujuan bank sampah ini dibentuk untuk mewadahi dan membina bank sampah unit yang ada di tingkat kelurahan/desa. Secara kelembagaan, Bank sampah induk Hijau Lestari Terus berada pada level kota/kabupaten yang membawahi bank sampah unit pada level kelurahan/ desa. 
	Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), BSI Hijau Lestari Terus selama tiga tahun terakhir dari tahun 2019 – 2022 seperti dalam Tabel 4.1 berikut ini:
Table. 4.1. Fasilitas Pengelolaan Sampah Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus 
	
Tahun
	
Propinsi
	
Kota
	
Nama
Fasilitas
	
Jenis
	
Status
	Sampah Masuk
(ton/tahun)
	Sampah Terkelola
(ton/tahun)


	2019
	Riau
	Pekanbaru
	BSI Hijau Lestari Terus 
	
BSI
	
A
	730.00
	728.03

	2020

	Riau
	Pekanbaru
	BSI Hijau Lestari Terus
	
BSI
	A
	730.00
	713.58

	2021
	Riau
	Pekanbaru
	BSI Hijau Lestari Terus
	BSI
	A
	2,011.52
	2,011.52


     (Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2022)

Pada Tabel 4.1. dilihat dari aspek pengelolaan sampah, BSI Hijau Lestari Terus dalam pengelolaan sampah telah mengalami kenaikan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Sebagai bank sampah induk, BSI Hijau Lestari Terus memiliki nasabah yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Pekanbaru, nasabah BSI Hijau Lestari Terus terdiri dari bank sampah unit di tingkat kelurahan, RT/RW, sekolah-sekolah, perkantoran, serta hotel-hotel. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri No.14 Tahun 2021 Pasal 12 Ayat 2 tentang Tata KelolaBank Sampah bahwa nasabah bank sampah induk terdiri dari; BSU (Bank Sampah Unit), pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas social, dan fasilitas lainnya, serta rumah tangga. 

Penguatan Komunikasi Kelembagaan Komunitas Pengelolaan Sampah  
Bank sampah sebagai suatu organisasi social di masyarakat tentunya mempunyai tata kelola kelembagaan. Tata kelola kelembagaan penting dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Fenomena yang dapat diamati pada bank sampah yang telah dibentuk adalah pada tata kelola kelembagaan yang belum tersusun secara baik termasuk di dalamnya adalah proses komunikasi dalam kelembagaan tersebut. Komunikasi merupakan suatu proses interaksi yang dinamis antara pengirim dan penerima pesan. Dalam suatu organisasi atau lembaga, lazimnya terjadi komunikasi organisasi terjadi secara makro dan mikro. Komunikasi makro terjadi antara organisasi dengan lingkungannya atau dengan organisasi lainnya. Komunikasi mikro terjadi di dalam organisasi itu sendiri, baik secara vertical dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, secara horizontal, maupun diagonal. 
Komunikasi kelembagaan pada komunitas bank sampah dapat terjadi vertikal ke atas atau ke bawah adalah dalam bentuk mengimplementasikan regulasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui peraturan daerah untuk membentuk kelompok-kelompok bank sampah di tingkat kelurahan/ desa, sebagaimana diungkapkan oleh informan dalam petikan wawancara berikut ini;
“berawal dari adanya Peraturan Menteri No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Bank Sampah, maka Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) mengupayakan terbentuknya bank sampah induk yang mampu membina dan mengelola bank sampah-bank sampah unit yang ada di tingkat kelurahan. Oleh karenanya bank sampah-bank sampah Induk di Kota Pekanbaru yang tadinya ada tiga yaitu bank sampah di Kecamatan Tangkerang Labuay,  Bank Sampah Bukit Hijau Berlian di Kecamatan Tampan, dan Bank Sampah Inspirasi Madani, dimerger atau digabungkan menjadi satu Bank Sampah Induk, yaitu BS Hijau Lestari Terus. Setelah adanya penggabungan tersebut, kemudian kita mulai sosialisasi untuk pembentukan bank sampah di tingkat RW – RW (Wawancara dengan Pengelola BS Hijau Lestari Terus, ….. )[footnoteRef:1] [1:  Wawancara dengan Pengelola Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus, 03 Juni 2022).  ] 


Penggabungan tiga bank sampah induk yang ada di Kota Pekanbaru menjadikan alur komunikasi cenderung lebih mudah dilakukan. Arus informasi dari bank sampah unit lebih sederhana sebagai upaya memutus rantai birokrasi antara bank sampah unit dengan bank sampah induk, sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut ini:  
“...ya sekarang lebih mudah untuk pencairan / penarikan dikomunikasikan terlebih dahulu ke bank sampah induk. Semua kecamatan pencairan ke sana, tinggal kita sampaikan kapan kita akan mencairkan nanti tinggal kita jemput uangnya ke bank, kalau setiap nimbang kita kasih catatan penimbangan, dicatat di pembukuan bisa langsung dibayar…” (wawancara dengan Ibu Oni  tanggal 04 April 2022). [footnoteRef:2] [2:  Wawancara dengan Pengurus Bank Sampah Putri Berlian kel. Air Putih Kec. Tuah Madani , ] 


Sebagai bank sampah induk, tentunya memiliki pola kemitraan dengan bank sampah unit sebagai binaannya. Pola kemitraan tersebut diantaranya yaitu pada layanan menjemput sampah, menginformasikan tentang daftar harga sampah, serta melakukan pembayaran bagi nasabah. Sebagaimana hasil wawancara dengan pengelala BSI Hijau Lestari Terus berikut ini;
“… biasanya bentuk kemitraan antara bank sampah induk dengan bank sampah unit yaitu kami memberikan pelayanan berupa jemput-jemputan sampah, daftar harga, dan melakukan pembayaran…..”. 

Dinas Lingkungan Hidup sebagai representasi dari pemerintah daerah terus melakukan perbaikan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Pengelolaan di hulu melibatkan masyarakat dengan membangun partisipasi mengelola sampah dari sumbernya yaitu dengan mengelola sampah skala rumah tangga. Pengelolaan di level hilir berkaitan dengan tempat pembuangan akhir sampah (TPA) Muara Fajar. Pelayanan pengangkutan sampah di Pekanbaru dibagi ke dalam 3 zona, sebagaimana diungkapkan dalam hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Penguatan Kapasitas: 
Pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru dibagi ke dalam 3 zona yaitu
Zona 1 :  meliputi wilayah Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, dan Marpoyan   Damai.
Zona 2  :  terdiri dari 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Bukit Raya, Lima Puluh, Kota  Pekanbaru, Sail, Senapelan, Sukajadi, dan Tenayan Raya. 
Zona 3  :  Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir. 
Pengangkutan sampah  pada Zona 1 dan Zona 2 telah dilakukan oleh pihak swasta, sedangkan zona 3 masih dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Wawancara dengan Kasi Pengelolaan Sampah dan Penguatan Kapasitas DLHK Kota Pekanbaru, , tanggal 25 Agustus 2022).

Selain pembagian zonasi pengelolaan sampah, DLHK Kota Pekanbaru juga telah menyediakan sarana TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle). Gambar 4.1. merupakan peta  pembagian zonasi pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

[image: Zonasi Pelayanan Pengangkutan Sampah Kota Pekanbaru - infoPKU]

Gambar: 4.1. Pembagian zona pelayanan pengangkutan sampah (Sumber: infopku, 2019).

Upaya mengurangi volume sampah tidak hanya terbatas pada proses pengangkutan sampah menuju TPA, namun upaya mengedukasi masyarakat menjadi poin penting untuk menumbuhkan kesadaran (awareness) dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Edukasi kepada masyarakat tentang peran bank sampah dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan social. Kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya bank sampah terus dilakukan secara berkesinambungan oleh BSI Hijau Lestari Terus sebagai bank sampah Induk, sebagaimana dijelaskan oleh informan dalam petikan wawancara berikut ini:
	“….dalam proses pembentukan bank sampah unit di tingkat kelurahan ataupun RT/RW, biasanya kami lakukan melalui empat tahapan, yaitu pertama kami temui dulu pimpinan setempat seperti Pak Lurah, pak RT atau RW untuk menyampaikan maksud tentang pembentukan bank sampah, setelah disetujui kemudian kami menemui calan pengurus seperti ibu-ibu PKK atau yang aktif pada kegiatan Kampung KB untuk melakukan sosialisasi. Setelah itu kami sepakati untuk melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu calon nasabah sekalian menyampaikan bagaimana cara penimbangan, pencatatan, serta bagaimana nanti pola pembayaran dan lain-lain…”[footnoteRef:3] [3:  Wawancara dengan Pengelola Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus, Juli 2022. ] 


Perengkingan Kriteria dan Alternatif
Tahap Ini merupakan Tahapan dalam menentukan alternatif mana yang paling terbaik yang dapat digunakan dalam upaya penguatan komunikasi kelembagaan pengelolaan sampah di Pekanbaru.
Hasil perengkingan di dapatkan dari hasil perhitungan pembobotan untuk semua alternatif dan kriteria :
a. Hubungan Antar Kriteria dan Alternatif
Tabel 21. Hubungan Antar Kriteria dan Alternatif
	
	Pola Komunikasi
	Proses Komunikasi
	Strategi Komunikasi
	Efektivitas Komunikasi

	Menerapkan Komunikasi Berkesinambungan
	0,40
	0,32
	0,30
	0,352

	Menerapkan Komunikasi Persuasif
	0,38
	0,48
	0,51
	0,424

	Menerapkan Komunikasi Bersifat Aturan
	0,22
	0,20
	0,19
	0,224


(Sumber: Pengolahan Data, 2022)


b. Total Rengking Alternatif Menerapkan Komunikasi Berkesinambungan
Tabel 22. Total Rengking Alternatif Menerapkan Komunikasi Berkesinambungan
	Komunikasi
Berkesinambungan
	Faktor Evaluasi
	Faktor Bobot
	Bobot Evaluasi

	Pola Komunikasi
	0,40
	0,12
	0,048

	Proses Komunikasi
	0,32
	0,36
	0,115

	Strategi Komunikasi
	0,30
	0,33
	0,099

	Efektivitas Komunikasi
	0,352
	0,19
	0,067

	∑
	1
	0,329


(Sumber: Pengolahan Data, 2022)

c. Total Rengking Alternatif Menerapkan Komunikasi Persuasif
Tabel 23. Total Rengking Alternatif Menerapkan Komunikasi Persuasif
	Komunikasi Persuasif
	Faktor Evaluasi
	Faktor Bobot
	Bobot Evaluasi

	Pola Komunikasi
	0,38
	0,12
	0,046

	Proses Komunikasi
	0,48
	0,36
	0,173

	Strategi Komunikasi
	0,51
	0,33
	0,168

	Efektivitas Komunikasi
	0,424
	0,19
	0,081

	∑
	1
	0,468


(Sumber: Pengolahan Data, 2022)




d. Total Ranking Alternatif Menerapkan Komunikasi Bersifat Aturan
Tabel 24. Total Rengking Alternatif Komunikasi Bersifat Aturan
	Komunikasi
Bersifat Aturan
	Faktor Evaluasi
	Faktor Bobot
	Bobot Evaluasi

	Pola Komunikasi
	0,22
	0,12
	0,026

	Proses Komunikasi
	0,20
	0,36
	0,072

	Strategi Komunikasi
	0,19
	0,33
	0,063

	Efektivitas Komunikasi
	0,224
	0,19
	0,043

	∑
	1
	0,204



(Sumber: Pengolahan Data, 2022)




Berdasarkan perhitungan perengkingan di atas maka dapat dilihat hasil rekapitulasi total perengkingan akhir terhadap setiap alternatif penyelesaian pada Tabel 25. di bawah ini :
Tabel 25. Total Rengking Akhir Alternatif
	Alternatif
	Total bobot Evaluasi
	Ranking

	Menerapkan Komunikasi
Berkesinambungan
	0,329
	2

	Menerapkan Komunikasi
Persuasif
	0,468
	1

	Menerapkan
Komunikasi Bersifat Aturan
	0,204
	3


(Sumber: Pengolahan Data, 2022)

Jadi, alternatif dengan menerapkan komunikasi persuasif merupakan alternatif terbaik dan menjadi solusi dalam upaya menguatkan komunikasi kelembagaan sampah di Pekanbaru.

Kesimpulan
Penelitian yang dilakukan pada kelembagaan sampah yang ada di Pekanbaru berhasil menentukan suatu rekomendasi dalam meningkatkan komunikasi dalam kelembagaan sampah yang menjadi permasalahan saat sekarang ini. Rekomendasi tersebut berupa suatu strategi atau acuan yang dapat diterapkan oleh pihak kelembagaan sampah sehingga membuat komunikasi yang ada saat sekarang ini menjadi lebih baik lagi. Penelitian yang dilakukan ini hanya fokus kepada satu kelembagaan sampah saja, sebainya untuk penelitian selanjutnya dilakukan penelitian yang sama terhadap beberapa kelembagaan sampah. Hal ini dapat diketahui permasalahan seperti apa saja yang ada pada kelembagaan sampah dan dapat menentukan solusi cara pengatasan masalah mana yang lebih baik.
Keberadaan bank sampah sebagai suatu lembaga perlu didukung keberlanjutannya (sustainability) salah satunya dengan pendekatan komunikasi dalam kelembagaan bank sampah. Upaya penguatan komunikasi kelembagaan menggunakan metode analytical hierarchy process (AHP) menunjukkan hasil perengkingan dari masing-masing alternative kriteria dengan nilai tertinggi adalah dengan menerapkan komunikasi persuasive dengan total bobot 0,468. Ranking kedua adalah dengan menerapkan komunikasi berkesinambungan dengan bobot 0,329 dan komunikasi bersifat aturan (instruktif) dengan total bobot 0,204. Penerapan komunikasi persuasive yang dilakukan dengan memperhatikan pola-pola komunikasi dalam organisasi baik secara vertikal, horizontal, maupun diagonal, proses komunikasi, dan strategi komunikasi.
Upaya penguatan komunikasi kelembagaan melalui pendekatan komunikasi persuasif dilakukan dengan tujuan untuk membujuk dan mengedukasi masyarakat akan pentingnya mengolah sampah sesuai prisip 3R (reuse, reduce, recycle) melalui kenggotaan sebagai nasabah bank sampah. Peran pengelola bank sampah induk dan pengelola bank sampah unit menjadi dominan untuk keberlanjutan bank sampah yang telah terbentuk.
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